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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses 
penatausahaan dan akuntansi bendahara penerimaan di Dinas 
Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Fokus utama 
penelitian adalah prosedur penerimaan dan penyetoran 
pendapatan, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan, 
serta pengawasan dan pengendalian internal. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun proses penatausahaan telah 
mengacu pada peraturan yang berlaku, masih terdapat 
kelemahan dalam pelaksanaan, seperti kesalahan manual, 
keterlambatan penyetoran, dan kurangnya kompetensi sumber 
daya manusia. Selain itu, penggunaan perangkat lunak 
akuntansi menghadapi kendala jaringan dan fitur yang tidak 
komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan 
pelatihan SDM, pengembangan perangkat lunak, adopsi sistem 
pencatatan digital, serta pengawasan internal yang lebih ketat. 
Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan 
akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 
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PENDAHULUAN  
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertanggung jawab dalam 
mengelola sumber PAD yang berasal dari retribusi wisata. Pengelolaan keuangan ini tidak 
hanya membutuhkan prosedur yang sistematis, tetapi juga harus memenuhi prinsip 
efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh 
berbagai peraturan perundang-undangan [1], [2], [3]. 

Penatausahaan keuangan, khususnya oleh bendahara penerimaan, mencakup proses 
pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan seluruh transaksi keuangan. Proses ini penting 
untuk memastikan bahwa setiap penerimaan dicatat secara akurat dan sesuai dengan 
standar akuntansi pemerintah. Akuntansi keuangan berperan dalam menyediakan informasi 
keuangan yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 
Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi menjadi elemen 
penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan [4], [5]. 
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Namun, pelaksanaan penatausahaan keuangan tidak luput dari berbagai tantangan. 
Beberapa kendala yang sering ditemukan meliputi kurangnya sumber daya manusia yang 
kompeten, kesalahan pencatatan akibat human error, dan keterbatasan penggunaan 
perangkat lunak yang mendukung pengelolaan keuangan. Tantangan ini dapat menghambat 
pencapaian tujuan organisasi dan menimbulkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan 
keuangan [6], [7]. 

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga menghadapi tantangan akibat 
dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam PAD pada 
tahun 2020. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan penurunan kunjungan 
wisatawan, sehingga berdampak langsung pada penerimaan dari retribusi wisata. Meskipun 
terjadi peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2021 dan 2022, 
masih diperlukan strategi yang efektif untuk memulihkan dan meningkatkan PAD 
pascapandemi. 

Proses penatausahaan bendahara penerimaan melibatkan beberapa tahapan penting, 
mulai dari prosedur penerimaan dan penyetoran hingga pencatatan dan pelaporan transaksi 
keuangan. Pengawasan dan pengendalian internal menjadi kunci dalam memastikan seluruh 
proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Elemen ini tidak hanya berfungsi untuk 
mencegah kesalahan dan kecurangan, tetapi juga mendukung peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan [8], [9], [10]. 

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 
adalah dengan mengoptimalkan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia. Pelatihan yang memadai dapat membantu meningkatkan kemampuan bendahara 
penerimaan dalam mengelola administrasi keuangan dengan lebih baik. Selain itu, 
penerapan teknologi dan perangkat lunak yang sesuai dapat memperkuat sistem pencatatan 
dan pelaporan, serta meminimalkan risiko kesalahan [11], [12]. 

Dalam menjalankan tugasnya, bendahara penerimaan juga harus mematuhi prinsip-
prinsip integritas dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam menciptakan 
pengelolaan keuangan yang berkualitas. Kepatuhan terhadap peraturan daerah dan 
kebijakan pemerintah menjadi indikator penting untuk memastikan tata kelola yang baik dan 
berkelanjutan[13], [14]. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
proses penatausahaan dan akuntansi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan di Dinas 
Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di instansi 
tersebut, sehingga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan 
PAD di masa depan. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan 
gambaran yang mendalam tentang penatausahaan dan akuntansi bendahara penerimaan di 
Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk 
memahami kondisi, fenomena, serta proses yang sedang berlangsung terkait pengelolaan 
keuangan di instansi tersebut. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya 
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dikumpulkan tetapi juga dianalisis secara sistematis dan menyeluruh untuk memberikan 
pemahaman yang komprehensif mengenai subjek penelitian [15], [16], [17]. 

Penelitian ini berfokus pada proses penatausahaan dan akuntansi yang dilakukan 
oleh bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata. Penatausahaan mencakup prosedur 
penerimaan dan penyetoran, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan, serta 
pengawasan dan pengendalian internal. Akuntansi, di sisi lain, menitikberatkan pada 
kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan penggunaan perangkat lunak 
akuntansi yang mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Fokus 
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kedua aspek tersebut berjalan 
secara sistematis di lapangan. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
yang terletak di Jl. Maengket No 33, Manado. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling untuk mendapatkan informasi mendalam dari bendahara penerimaan 
sebagai informan kunci. Jika diperlukan, teknik snowballing sampling akan digunakan untuk 
memperoleh informasi tambahan hingga mencapai titik jenuh. Pemilihan informan ini 
dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat mencerminkan situasi nyata yang 
relevan dengan penelitian . 

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait proses 
penatausahaan dan akuntansi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas di 
lapangan, sementara dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen keuangan yang 
relevan. Ketiga teknik ini digunakan secara komplementer untuk memastikan data yang 
diperoleh lengkap dan akurat [18], [19], [20]. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer meliputi dokumen keuangan yang berkaitan langsung dengan 
penatausahaan dan akuntansi, sementara data sekunder mencakup literatur dan jurnal 
terkait. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, alat perekam, 
dan alat tulis untuk mencatat data penting yang diperoleh selama proses penelitian [21], 
[22]. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model interaktif yang 
melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang 
telah dikumpulkan kemudian direduksi untuk memisahkan informasi yang relevan dan tidak 
relevan. Setelah itu, data yang tersaring disajikan dalam bentuk deskripsi yang terstruktur 
dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan [23], [24]. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui pengujian kredibilitas, 
transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dilakukan dengan 
triangulasi data dari berbagai sumber dan teknik. Transferabilitas memastikan bahwa hasil 
penelitian dapat diterapkan dalam konteks lain. Dependabilitas dilakukan melalui audit 
terhadap seluruh proses penelitian, sementara konfirmabilitas memastikan bahwa hasil 
penelitian sesuai dengan proses yang dilakukan [20], [25], [26]. 

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan beberapa 
tahapan, yaitu penyusunan proposal, ujian proposal, pengambilan data dan wawancara, 
analisis data, konsultasi hasil penelitian, hingga penyelesaian revisi tesis. Setiap tahapan 
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dirancang untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan menghasilkan data 
yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penatausahaan Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Daerah   Provinsi Sulawesi 
Utara 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan bendahara penerimaan 
yang meliputi prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan, pencatatan dan pelaporan 
transaksi penerimaan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi, ditemukan bahwa proses penerimaan pendapatan di objek wisata 
Sumaru Endo dan Bukit Kasih memiliki prosedur yang sistematis, meskipun masih 
menggunakan metode manual. Jenis penerimaan kas yang dominan di Sumaru Endo adalah 
penginapan (cottage) dan kolam renang, sedangkan di Bukit Kasih adalah karcis masuk baik 
untuk orang maupun kendaraan. 

Prosedur penyetoran pendapatan ke Bank Sulut dilakukan secara berkala, biasanya 
seminggu sekali hingga tiga kali, tergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Dalam 
proses ini, bendahara penerimaan membawa slip setoran berdasarkan Surat Tanda Setor 
(STS) untuk menyetor uang ke kas daerah. Namun, beberapa kendala teknis seperti jarak 
tempuh yang jauh dari lokasi wisata ke bank dapat menghambat efisiensi penyetoran. 

Pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan dilakukan dengan menggunakan 
kombinasi sistem informasi dan pencatatan manual. Bendahara penerimaan mencatat semua 
transaksi berdasarkan bukti karcis yang terpakai dan menghasilkan laporan harian, 
mingguan, dan bulanan, termasuk laporan realisasi anggaran (LRA) dan berita acara 
rekonsiliasi. Meskipun pencatatan ini dilakukan secara berjenjang, ditemukan adanya 
keterlambatan dan kesalahan manual dalam proses pencatatan, yang menunjukkan perlunya 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 

Pengawasan dan pengendalian internal merupakan aspek penting dalam memastikan 
semua transaksi tercatat secara transparan dan sesuai aturan. Sistem pengawasan internal 
di Dinas Pariwisata melibatkan pelaporan berjenjang, rekonsiliasi dengan bagian akuntansi, 
dan penggunaan grup komunikasi untuk memantau laporan secara real-time. Namun, 
terdapat kelemahan dalam audit internal dan komunikasi yang efektif, yang dapat 
memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan. 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan bendahara 
penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan perbaikan dalam hal sumber daya 
manusia, penggunaan teknologi, dan pengawasan internal. Berikut tabel yang merangkum 
temuan penelitian: 
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Tabel 1. Temuan PenelitianPenatausahaan Bendahara Penerimaan  
Dinas Pariwisata Daerah   Provinsi Sulawesi Utara 

Sub Fokus Penelitian Temuan di Lapangan 
 
 
Prosedur Penerimaan 
dan Penyetoran 

1. Penghitungan bukti transaksi manual menyebabkan potensi 
kesalahan administratif. 

2. Proses penyetoran terkendala jarak ke bank dan tidak selalu 
tepat waktu. 

3. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung 
pengelolaan yang lebih baik. 

 
Pencatatan dan 
Pelaporan Transaksi 

1. Keterlambatan dan kesalahan manual dalam pencatatan 
transaksi. 

2. Laporan yang dihasilkan mencakup laporan harian, 
mingguan, bulanan, LRA, dan berita acara rekonsiliasi. 

3. Penggunaan sistem informasi masih terbatas, sehingga 
back-up data manual tetap diperlukan. 

Pengawasan dan 
Pengendalian Internal 

1. Kurangnya audit internal yang terstruktur. 
2. Pengawasan dilakukan melalui laporan berjenjang dan 

komunikasi digital, tetapi masih terdapat kekurangan dalam 
komunikasi efektif. 

3. Kompetensi SDM dalam pengawasan perlu ditingkatkan 
untuk mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan 
akuntabilitas. 

Sumber : Hasil Analisis Data Kualitatif, Penelitian 2024 
 
Akuntansi Bendahara Penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara 

Penelitian ini menemukan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh bendahara 
penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah 
mengikuti peraturan dan standar akuntansi pemerintahan. Bendahara penerimaan 
memastikan semua prosedur mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Keuangan Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan No. 77 Tahun 2020. Namun, ditemukan 
bahwa pemahaman terhadap aturan ini masih terbatas di beberapa bagian, terutama karena 
kurangnya pelatihan teknis yang relevan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 
manusia. 

Salah satu kendala yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman mendalam 
terhadap peraturan dan standar akuntansi oleh beberapa petugas terkait. Hal ini diperburuk 
oleh pelatihan yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan berbasis akuntansi 
pemerintah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan masih belum optimal, sehingga potensi 
kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya dapat 
dicegah. 

Dalam pengelolaan akuntansi, Dinas Pariwisata menggunakan dua perangkat lunak 
utama, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan Sistem 
Informasi Penatausahaan Daerah (SIPANDA) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi 
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Sulawesi Utara. Perangkat lunak ini digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan 
berdasarkan bukti setoran (STS) serta pelaporan bulanan. Rekonsiliasi keuangan dilakukan 
setiap bulan antara bendahara penerimaan, bagian akuntansi dinas, dan BPKAD Provinsi 
Sulawesi Utara. 

Meskipun perangkat lunak ini membantu proses akuntansi, terdapat beberapa 
kendala yang dirasakan oleh pengguna. Salah satu masalah utama adalah gangguan jaringan 
yang sering terjadi, terutama pada aplikasi SIPD, yang digunakan secara nasional. Gangguan 
ini menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data dan memengaruhi efisiensi 
pekerjaan. 

Selain gangguan jaringan, fitur perangkat lunak yang digunakan dianggap belum 
sepenuhnya mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan yang kompleks. Beberapa 
pengguna mengungkapkan bahwa aplikasi ini masih memerlukan pengembangan lebih 
lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan. Hal ini menjadi tantangan 
utama dalam memastikan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara akurat dan tepat 
waktu. 

Dalam menghadapi kendala perangkat lunak, diperlukan peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia yang bertugas mengelola akuntansi. Pengembangan keterampilan 
teknis melalui pelatihan intensif mengenai penggunaan aplikasi akuntansi dapat membantu 
meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Selain itu, bimbingan terkait 
pemahaman peraturan dan standar akuntansi juga menjadi kebutuhan mendesak. 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi bendahara 
penerimaan di Dinas Pariwisata telah sesuai dengan peraturan, namun terdapat beberapa 
kendala dalam implementasinya. Gangguan jaringan, fitur perangkat lunak yang kurang 
memadai, dan keterbatasan kompetensi SDM menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, 
diperlukan pengembangan perangkat lunak, pelatihan SDM, serta pengawasan yang lebih 
ketat untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik. 

Tabel 2. Temuan Penelitian Akuntansi Bendahara Penerimaan di 
 Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

Sub Fokus Penelitian Temuan di Lapangan 
 
Kepatuhan terhadap Peraturan 
dan Standar Akuntansi 

1. Pemahaman terhadap aturan masih terbatas. 
2. Pelatihan teknis belum memadai. 
3. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan. 
4. Pengawasan belum optimal. 

 
Perangkat Lunak Akuntansi yang 
Digunakan 

1. Fitur perangkat lunak kurang komprehensif. 
2. Kinerja sistem lambat akibat gangguan 

jaringan. 
3. Pengembangan SDM dalam penggunaan 

perangkat lunak masih diperlukan. 
Sumber : Hasil Analisis Data Kualitatif, Penelitian 2024 

 
Pembahasan 

Penelitian ini membahas analisis penatausahaan dan akuntansi bendahara 
penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus pada prosedur 
penerimaan dan penyetoran pendapatan, pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan, 
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serta pengawasan dan pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun prosedur dan perangkat yang digunakan telah mengacu pada peraturan, masih 
ditemukan berbagai kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan. 

Prosedur penerimaan pendapatan dilakukan secara manual, dengan bukti transaksi 
berupa karcis masuk yang diterima oleh petugas pemungut retribusi. Namun, ditemukan 
masalah berupa selisih kas akibat kesalahan dalam penghitungan uang tunai yang diterima. 
Lemahnya kontrol sistematis dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi 
faktor utama penyebab terjadinya masalah ini. Di sisi lain, prosedur penyetoran pendapatan 
ke kas daerah juga menghadapi kendala, seperti keterlambatan penyetoran dan kendala 
teknis. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi proses penyetoran agar sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

Proses pencatatan dan pelaporan transaksi penerimaan dilakukan secara manual dan 
digital. Bendahara penerimaan mencatat setiap transaksi berdasarkan bukti setoran (STS) 
dan menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan. Namun, penelitian menemukan 
adanya keterlambatan pencatatan, kesalahan manual, dan lemahnya dokumentasi. Kondisi 
ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM dan pengawasan yang lebih ketat 
untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam pelaporan. 

Pengawasan internal dilakukan melalui laporan harian dan mingguan yang dipantau 
oleh kepala dinas dan pejabat eselon terkait. Meski demikian, kurangnya audit internal dan 
mekanisme pelaporan yang efektif menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki. Komunikasi 
internal juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pengendalian yang lebih efektif dan 
mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. 

Bendahara penerimaan telah berupaya mematuhi peraturan yang berlaku, seperti 
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 
2008. Namun, pemahaman terhadap aturan ini masih terbatas di beberapa bagian, yang 
disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis dan pembekalan regulasi. Kondisi ini 
menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkala dan 
sosialisasi peraturan. 

Dinas Pariwisata menggunakan dua perangkat lunak utama, yaitu SIPD dari 
Kemendagri dan SIPANDA dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Perangkat lunak ini 
digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, fitur yang kurang 
komprehensif dan gangguan jaringan menjadi kendala dalam penggunaannya. Selain itu, 
kurangnya penguasaan perangkat lunak oleh SDM turut memengaruhi efisiensi kerja. 

Kinerja perangkat lunak yang tidak optimal menyebabkan pekerjaan menjadi kurang 
efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan fitur perangkat 
lunak dan peningkatan pelatihan teknis bagi pengguna untuk memastikan akurasi data dan 
kemudahan kerja. Sistem yang andal akan mendukung tata kelola keuangan yang transparan 
dan akuntabel. 

Salah satu temuan penting adalah lemahnya sistem dokumentasi. Dokumen yang 
tidak tersimpan dengan baik dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan membuka 
peluang untuk terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dokumentasi 
yang sistematis dan terintegrasi untuk memastikan semua data tersimpan dengan baik. 

Kompetensi SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan tata kelola keuangan. 
Pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan 
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pemahaman terhadap peraturan, penggunaan perangkat lunak, dan pengelolaan keuangan 
secara umum. Dengan SDM yang kompeten, risiko kesalahan dan penyimpangan dapat 
diminimalkan [27], [28], [29]. 

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan 
sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memastikan semua 
transaksi dicatat secara akurat dan sesuai dengan peraturan, bendahara penerimaan dapat 
mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik [30], [31], [32]. 

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ditemukan, disarankan untuk 
meningkatkan pelatihan SDM, mengembangkan perangkat lunak yang lebih andal, 
memperkuat pengawasan internal, dan mengadopsi sistem pencatatan non-tunai seperti 
QRIS. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah [33], [34], [35]. 

 
KESIMPULAN  

Hasil analisis menunjukkan kelemahan signifikan dalam penatausahaan dan 
akuntansi bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 
Prosedur penerimaan pendapatan masih menggunakan metode manual yang rentan 
terhadap kesalahan dan keterlambatan penyetoran. Sistem pencatatan dan pelaporan 
transaksi juga belum optimal, ditandai dengan kesalahan manual dan lemahnya 
dokumentasi. Selain itu, pengawasan internal belum memadai karena kurangnya audit dan 
mekanisme pengendalian yang efektif, yang meningkatkan risiko penyimpangan. Kepatuhan 
terhadap peraturan seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga masih rendah, serta 
penggunaan perangkat lunak akuntansi menghadapi kendala teknis dan kurangnya 
kompetensi pengguna. 

Diperlukan pelatihan teknis secara berkala untuk meningkatkan pemahaman 
bendahara terkait peraturan dan prosedur penatausahaan. Sistem pencatatan digital yang 
terintegrasi, seperti non-tunai dan QRIS, harus diadopsi untuk mengurangi kesalahan 
manual dan mempercepat proses pencatatan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia 
dan adopsi teknologi yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi 
tata kelola keuangan. 

Pengawasan internal perlu diperkuat dengan audit rutin dan mekanisme kontrol 
berjenjang. Komunikasi antar bagian harus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi dan 
koordinasi dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, 
potensi penyimpangan dapat diminimalkan, sementara akuntabilitas tata kelola keuangan 
meningkat. 

Perbaikan fitur dan stabilitas perangkat lunak akuntansi seperti SIPD dan SIPANDA 
menjadi prioritas, diiringi dengan pelatihan intensif untuk meningkatkan penguasaan 
pengguna. Sistem dokumentasi yang sistematis dan terintegrasi juga harus diterapkan agar 
semua bukti transaksi tersimpan rapi dan mudah diakses untuk keperluan pelaporan atau 
audit. 

Sosialisasi regulasi akuntansi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan 
pemahaman yang menyeluruh dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, evaluasi 
berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan harus dilakukan untuk mengidentifikasi 
masalah yang berulang dan memastikan perbaikan berkelanjutan. 
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Teknologi seperti aplikasi pemantauan real-time dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan efisiensi pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan 
implementasi teknologi ini, tata kelola keuangan yang lebih baik dapat tercapai, 
meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 
pengelolaan keuangan publik. 
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